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PUTUSAN
Nomor 6509/Pdt.G/2024/PA.Jr.
z P\t >
Sl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT , NIK. 3509135111940006, umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan
Durian Dusun Bindung RT.002 RW. 007 Desa Pecoro Kecamatan
...Kabupaten Jember, Eemail. sofidatussoleh@gmail.com sebagai

“Penggugat”;
melawan
TERGUGAT , NIK. 3509140106970004, umur 27 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat tinggal di
Dusun Karang Asem Timur RT.003 RW. 006 Desa ...Kecamatan
...Kabupaten Jember, sebagai “Tergugat”;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Desember
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, dengan
Nomor 6509/Pdt.G/2024/PA.Jr, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Desember
2019, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ...Kabupaten
Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0772/122/XI11/2019 tanggal 30
Desember 2019 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup
bersama sebagai suami istri selama 6 bulan telah berhubungan layaknya
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suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di
rumah orang tua Penggugat di Jalan Durian Dusun Bindung RT.002 RW.
007 Desa Pecoro Kecamatan ...Kabupaten Jember namun belum memiliki

anak ;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
dengan baik, akan tetapi sejak Juni 2020 yang lalu, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah
lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit serta perhitungan sehingga
Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga
bersama dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus Penggugat
bekerja sendiri. Selain itu, Tergugat tidak pernah terbuka perihal keuangan
kepada Penggugat seperti Tergugat selalu mengatakan tidak mempunyai
uang ketika Penggugat meminta uang belanja padahal kenyataannya
Tergugat menyimpan uang diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat
serta penggunannya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama, hal ini
yang menyebabkan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah

tangga Penggugat tidak betak betah dan tidak mencintai Tergugat lagi;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Penggugat
sejak Maret 2021 dan sekarang berada dirumah orang tua Tergugat di
Dusun Karang Asem Timur RT.003 RW. 006 Desa ..Kecamatan
...Kabupaten Jember;

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang
hingga sekarang sudah 3 tahun 9 bulan dan selama hidup berpisah tersebut
sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat
mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga
dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak
sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
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8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat
mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa
perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka
persidangan sebagai wakil/lkuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan
yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan
rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya
dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama  Penguggat yang
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jember, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya
selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0772/122/XI11/2019 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
...Kabupaten Jember tanggal 30 Desember 2019, bermaterei cukup dan

sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
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Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang
saksi dipersidangan, yaitu :

1. Saksi |, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di

Desa Kecamatan ... Kabupaten Jember, saksi memberikan keterangan di

bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik kandung Pemohon;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang
menikah sejak 30 Desember 2019, dan namun keduanya belum

dikaruniai anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang
sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa saksi mengetahui penyebab dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada
Penggugat karena Tergugat pelit serta perhitungan sehingga Tergugat
sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama
dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus Penggugat bekerja
sendiri. Selain itu, Tergugat tidak pernah terbuka perihal keuangan
kepada Penggugat seperti Tergugat selalu mengatakan tidak
mempunyai uang ketika Penggugat meminta uang belanja padahal
kenyataannya Tergugat menyimpan uang diam-diam tanpa
sepengetahuan Penggugat serta penggunannya tidak untuk
kepentingan rumah tangga bersama, hal ini yang menyebabkan
pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat
tidak betak betah dan tidak mencintai Tergugat lagi;

— Bahwa saksi mengetahui selama 3 tahun 9 bulan, antara Penggugat

dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dan sejak berpisah Tergugat

tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah
tidak pernah berkomunikasi lagi;
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2. Saksi Il , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,
bertempat tinggal di Desa Kecamatan ... Kabupaten Jember, saksi
memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik kandung Pemohon;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang
menikah sejak tanggal 30 Desember 2019, dan namun keduanya

belum dikaruniai anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang
sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui penyebab dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada
Penggugat karena Tergugat pelit serta perhitungan sehingga Tergugat
sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama
dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus Penggugat bekerja
sendiri. Selain itu, Tergugat tidak pernah terbuka perihal keuangan
kepada Penggugat seperti Tergugat selalu mengatakan tidak
mempunyai uang ketika Penggugat meminta uang belanja padahal
kenyataannya Tergugat menyimpan uang diam-diam tanpa
sepengetahuan Penggugat serta penggunannya tidak untuk
kepentingan rumah tangga bersama, hal ini yang menyebabkan
pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat
tidak betak betah dan tidak mencintai Tergugat lagi;

— Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah
tempat tinggal selama 3 tahun 9 bulan, dan sejak berpisah Tergugat
tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah
tidak pernah berkomunikasi lagi;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat
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Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan
memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita
Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat
bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian
berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara
aquo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak
melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan
Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat
dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, majelis hakim telah
berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh
karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, antara
Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat
dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat
mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar
diceraikan dengan Tergugat, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan alasan-alasan sebagaimana telah
diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan a quo, tanggapan
Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah apakah persilisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka
persidangan, maka apa yang didalilkan Penggugat harus dinyatakan benar,
namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang
tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka
berdasarkan azas lex specialis derogat lex generalis, majelis hakim
berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib
bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi

bernama saksi | dan Saksi Il ;
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Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor 0772/122/X11/2019 tanggal 30 Desember 2019 adalah akta otentik yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang dan telah memenuhi maksud 165
HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Materei dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30
Desember 2019 vyang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan
...Kabupaten Jember dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh
karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil
dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Penggugat butir 1
dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus
dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan telah menjadi
fakta hukum bahwa sejak tanggal 30 Desember 2019 terikat dalam suatu
perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 belum dapat dijadikan alasan untuk
bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga
mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Penggugat
tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan
keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah
sebagaimana maksud Pasal 145 HIR jo. Pasal 147 HIR jo. Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat dan mendengar sendiri
keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang

memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit serta
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perhitungan sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan
rumah tangga bersama dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus
Penggugat bekerja sendiri. Selain itu, Tergugat tidak pernah terbuka perihal
keuangan kepada Penggugat seperti Tergugat selalu mengatakan tidak
mempunyai uang ketika Penggugat meminta uang belanja padahal
kenyataannya Tergugat menyimpan uang diam-diam tanpa sepengetahuan
Penggugat serta penggunannya tidak untuk kepentingan rumah tangga
bersama, hal ini yang menyebabkan pertengkaran secara terus-menerus dalam
rumah tangga Penggugat tidak betak betah dan tidak mencintai Tergugat lagi
sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal selama 3 tahun
9 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak
ada komunikasi lagi dan telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat dan mendengar sendiri
keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang
memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit serta
perhitungan sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan
rumah tangga bersama dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus
Penggugat bekerja sendiri. Selain itu, Tergugat tidak pernah terbuka perihal
keuangan kepada Penggugat seperti Tergugat selalu mengatakan tidak
mempunyai uang ketika Penggugat meminta uang belanja padahal
kenyataannya Tergugat menyimpan uang diam-diam tanpa sepengetahuan
Penggugat serta penggunannya tidak untuk kepentingan rumah tangga
bersama, hal ini yang menyebabkan pertengkaran secara terus-menerus dalam
rumah tangga Penggugat tidak betak betah dan tidak mencintai Tergugat lagi
sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal selama 3 tahun
9 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak

ada komunikasi lagi dan telah pula dilakukan upaya perdamaian;
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Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan
pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan
pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal Pasal 171
dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenubhi
syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang
telah diajukan oleh Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta-
fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang
menikah sejak tanggal 30 Desember 2019, dan namun keduanya belum
dikaruniai anak dan sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang
sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat jarang memberi
nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit serta perhitungan
sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah
tangga bersama dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus
Penggugat bekerja sendiri. Selain itu, Tergugat tidak pernah terbuka
perihal keuangan kepada Penggugat seperti Tergugat selalu mengatakan
tidak mempunyai uang ketika Penggugat meminta uang belanja padahal
kenyataannya  Tergugat menyimpan uang diam-diam tanpa
sepengetahuan Penggugat serta penggunannya tidak untuk kepentingan
rumah tangga bersama, hal ini yang menyebabkan pertengkaran secara
terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat tidak betak betah dan
tidak mencintai Tergugat lagi.

2. Bahwa sejak 3 tahun 9 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal,
Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta selama
itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi.

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian,

namun tidak berhasil.
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar
dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian
harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam
(KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan
lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai
gugat maupun cerai talak yaitu :

— Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus.

— Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun.

— Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang telah
memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus
yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat jarang memberi
nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit serta perhitungan
sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga
bersama dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus Penggugat bekerja
sendiri. Selain itu, Tergugat tidak pernah terbuka perihal keuangan kepada
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Penggugat seperti Tergugat selalu mengatakan tidak mempunyai uang ketika
Penggugat meminta uang belanja padahal kenyataannya Tergugat menyimpan
uang diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat serta penggunannya tidak
untuk kepentingan rumah tangga bersama, hal ini yang menyebabkan
pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat tidak
betak betah dan tidak mencintai Tergugat lagi dan terbukti pula bahwa akibat
dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah
tempat tinggal sejak Maret 2021 dan selama berpisah Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak itu pula dan antara
keduanya sudah ada komunikasi lagi, dengan demikian unsur pertama dan
kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat
pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian
unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian
suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk
keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan
dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu
adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan
diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan
suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah
dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah
perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa
jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga
termasuk penyimpangan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami

isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak
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lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga
sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di
atas dan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan
oleh keluarga namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik
untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “Tasrih bi
Ihsan”, hal ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid
Sabig dalam kita Fighus Sunnah juz Il halaman 208 yang selanjutnya dijadikan

bahan pertimbangan oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

i bl Coan 5 (O )l 20 Ll gl LIS
Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai
suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk’;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz
VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang
berbunyi :

Elh ol Jlgle @hlan ) laag)lld & a0 X550 )
Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan

talak satu”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat memenuhi unsur-unsur
terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan
seperti tersebut di atas serta tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri, dan
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum

Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu
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ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak
boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap
Penggugat ( PENGGUGAT )
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 344000.- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Jember di Jember, pada hari Selasa tanggal 14
Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 H, oleh kami Drs.
Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H.
dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan
putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ambar Budi
Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;
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Hakim Anggota | Ketua Majelis
td ttd
Drs. Afnan Muhamidan, M.H. Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota Il
ttd
Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ' Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp. 100.000,00
3. Penggandaan ' Rp. 30.000,00
4. Biaya Panggilan :Rp. 44.000,00
5. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
6. Biaya sumpah ' Rp. 100.000,00
7. Redaksi ' Rp. 10.000,00
8. Materai ' Rp. 10.000,00
Jumlah Rp.  344.000,00

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)
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